PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Uridiatigng
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undauuigitd
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reirib
Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadgptu?an
Daerah yang berlaku di kota Pontianak ;

bahwa peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingka
Pontianak Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hdsel
Restoran perlu dilakukan penyesuaian sesuai dekggmtuan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimaanauedsatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Leraba
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan &emb
Negara Nomor 1820 ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum &car
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Ta88n
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakalDakan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No#dgr
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686, yang telabaliu
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaranradlega
Nomor 3686) ;
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagiha
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara TahuhN®@8@or
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tz0h
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Taamba
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi &ebag
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk Pa
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Taamba
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewgaman
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah TahudO 20
Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menetapkan :

dan

WALIKOTA PONTIANAK

ME MUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PAJAK
RESTORAN

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusainyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Pontianak ;

C.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.



DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotdi&#aak ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas PendapathDKeta Pontianak;
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pontianak ;

Pajak Restoran adalah pajak daerah atas pelayasiorén.

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyam&pnan dan atau
minuman yang disediakan dengan dipungut bayardak tiermasuk usaha
jasa boga atau katering.

Pengusaha Restoran adalah setiap orang atau Badd&wumH yang
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan ataswansendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuisyagkiat SPTPD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melegomperhitungan dan
pembayaran pajak yang terhutang menurut peratueann@ang-undangan
perpajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dasin§8PD adalah surat
yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakupambayaran atau
penyetoran pajak yang terhutang ke kas Daerah tmiewpat lain yang
ditetapkan oleh Kepala daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyaghisirSKPD adalah surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajaktgahutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yatanjsénya disingkat

SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentukanrmgsgumlah pajak

yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekgam pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yaagh harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambghag selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang meken tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan :

Surat Ketetapan pajak Daerah Lebih Bayar yang jsgig/a disingkat

SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan junkatebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak leb#sar dari pajak yang
terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutdigingkat SKPDN
adalah surat Keputusan yang menentukan jumlalk gajag terhutang sama
besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak tenigudan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diainggngan STPD adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksirastnasi berupa bunga
dan atau denda ;
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Billing sistem adalah sistem pemungutan berupaaddfarga menu yang
dibuat/diisi oleh pengusaha restoran/rumah makanryg ydiberikan kepada
subyek pajak sebagai bukti pembayaran.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangikditaksecara teratur
untuk mengumpulkan data atau informasi yang melieadaan harta,
kewajiban atau utang, modal, penghasilan danabsegrta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yartigpdiiengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan perhitungatahayi
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mememngumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalargkaapengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak ataggmela di restoran.

Obyek Pajak ialah setiap pelayanan yang disedidkeaigan pembayaran di
Restoran.

Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iRasaeliputi Usaha
Penjualan makanan dan atau minuman yang disertagade fasilitas
penyantapan, baik yang bersifat permanen maupak fp@rmanen, seperti
restoran, rumah makan, rumah minum, kantin, cafetararung kopi, dan
pedagang kaki lima atau tempat-tempat lainnya yaremyediakan dan
menjual makanan dan atau minuman.

Pasal 3

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi ataarbgdng melakukan
pembayaran kepada restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.

BAB I

DASAR PENGENAAN TARIF DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayarandjakgkan kepada restoran
dan sejenisnya.



Pasal 5

(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling rendabesar 5% (lima persen) dan
paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen)dimar pengenaan pajak.

(2) Persentase pengenaan tarif sebagaiimana dichakst (1) disesuaikan dengan
klasifikasi restoran yang akan ditetapkan dengaatéd@n Kepala Daerah .

Pasal 6
Besarnya pajak restoran yang terutang dihitung aeiegra mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan DaggerRam Pajak sebagaimana
dimaksud Pasal 4.

Pasal 7

Pajak Restoran yang terhutang dipungut diwilayaherBla tempat restoran
berlokasi.

BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTAN@AN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang eman(satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak Restoran terutang dalam masa pajak terjadi ga@at pembayaran di restoran.

Pasal 10

(1) Setiap wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasdlarus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani Wb Pajak atau
kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harumpmhfiean kepada
Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selandmabdtnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkeh Kepala Daerah.

BAB V

TATACARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
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Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalamlfaagat (1), Kepala Daerah
menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1l Paistidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tighulpuhari sejak SKPD diterima
dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga selie8ar(dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagairdemaksud dalam pasal 10
ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitangdlan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saaategnya pajak, Kepala Daer:
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB

b. SKPDKBT

c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurakalpni diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau ketenalagh Pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi adtnassberupa bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yangrigiatau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empatan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka walkdng ditentukan dan
telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksiimidirasi berupa denda sebe:
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yamgrig atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empatan dihitung sejak saat
terutangnya pajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhjapgang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasp&®ekenaikan 25 % (dua
puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah saa#lsninistrasi berupa denda
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dark Bajeg kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua putmpat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hupasal ini diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belumgleap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikens&nksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jugalalrangan pajak tersebut .
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SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufsal pai diterbitkan apabila
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengaaluknedit Pajak atau Pajak
Tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam BB dan SKPDKBT

sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b paisatlak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukatggth dengan menerbitkan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupdad286 (dua Persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagainiar@ksiid pada ayat (4) pasal
ini, tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporksendiri sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tehapayang ditunjuk oleh
Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalamPBP SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat laingyditunjuk hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambdtrxy 24 Jam atau dalam waktu
yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) da(Rayaisal ini dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 14
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atas.lun

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepadab Wajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertesgételah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksudagaté?) pasal ini, harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dendgaenakan denda 2 % (dua
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum ataanky dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepadab Wajak untuk
menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditantsételah memenuhi
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dusepgesebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menundaaparab serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaaan sebagaimanaulinp@ada ayat (2) dan
ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud galsath13 Peraturan daerah ini
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalaka penerimaan.

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaram dbuku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkarkaelpala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
Surat teguran atau surat peringatan atau suraydaig sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikelurakan 7 (tyjbblri sejak saat jatuh tempo

pembayaran.

Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal sweguitan atau surat peringatan atau
surat lain yang sejenisnya, wajib pajak harus nmedupajak yang terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat laig g&fenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabag yhtunjuk.

Pasal 17
Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidénasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ataat geringatan atau surat lain

yang sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayagiti dengan surat paksa.

Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah 2dw@ua puluh satu) hari sejak
tanggal surat teguran atau surat peringatan atatilain yang sejenisnya.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasiadaljangka waktu 2 x 24 jam sesuai
tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat yanmjukt segera menerbitkan surat
perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belugmjmelunasi hutang pajaknya,
setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tangghklksanaan surat perintah melakukan
penyitaan, pejabat mengajukan penetapan tanggelapghn kepada Kantor Pelayar
Piutang dan Lelang Negara. (KP2LN).



Pasal 20

Setelah Kantor Llang Ngara menetapkan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan
lelang, juru sita memberitahukan dengan segerasseadulis kepada wajib Pajak.
Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakantuknpelaksanaan penagihan pajak
daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

BAB VIl
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajgkatdanemberikan
pengurangan, keringan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberikan pengurangan, kemragpn dan pembebasan pa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inadkah oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23
(1) Kepala Daerah karena jabatan atau permohongib Régak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau Shabg dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalaibamgh dan atau kekeliruan
dalam penerapan peraturan perundang-undanganglapajaerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajaktigakgbenar;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisigagpa bunga, denda

dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal saekselbut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalaygnn
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Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangatapatedan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDD8RPSKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampsdcara tertulis oleh wajib
Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selaarhbatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau PBT dengan
memberikan alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk palingal&r(tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ipasiterima, sudah harus
memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagai@ndimaksud pada ayat (3)
pasal ini Kepala Daerah atau Pejabaakiadnemberikan keputusan, permohot
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan damghgpusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan

BAB X
KEBERATAN
Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan haepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

SKPD
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDLB
SKPDN

PopoTw

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada (Bygbasal ini harus

disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indopasdirg lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterimaaji Pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangkewitu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalamkmmgaktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan kelmesstbagaimana dimaksud pada
ayat (2) pasal ini diterima, sudah memberikan kegar.

Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagsg dimaksud pada ayat (3)
pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang dituhfldk memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud padélayssal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak.
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Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakdach gasal 24 dikabulkan sebagi
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikidmabhadengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk pativag24 (dua puluh empat) bulan

(1)

@)

3)

(4)

(5)

(6)

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembldieebihan pembayaran
pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yan ditusgeara tertulis dengan
menyebutkan sekurang-kurangnya:

Nama dan alamat Wajib Pajak;

Masa pajak ;

Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
Alasan yang jelas ;

opop

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalankmmgktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengéanbkélebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) padading memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada @yapasal ini dilampaui
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak nesikdn keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pgagakggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lam@dtu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainfgglebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini laggsiperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran pajakullan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKB@engan menerbitkan Surat
Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakukian setelah lewat 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DaeradudPejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persbn)as atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkamgdn utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Parddaerah ini, pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buktimuEhanbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.
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BAB XiIl
KADALUARSA
Pasal 28
Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarselabetmelampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagmajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajalesnah.

Kadaluarsa penagihan pajak sebagimana dimaksudayatlél) tertangguh apabila

a. Diterbitkan Surat teguran dan surat Paksa;atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak lamgsnaupun tidak langsung

BAB XllII
KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 29

Untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan nodsaie pembayaran pajak,
setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Billgigtem

Billing sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) pesadibuat dalam rangkap 3
(tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Lembar | untuk obyek pajak ;

b. Lembar Il untuk Dinas Pendapatan Daerah ;

c. Lembar Il untuk wajib pajak.

Billing system sebagaimana dimaksud ayat (2) pasddarus diperforasi terlebih
dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah ;

Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) pasal ini addbagi restoran/rumah makan,
café, bar dan sejenisnya yang ditetapkan dengantisgn Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydamapasPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau met&ampiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatlad#idengan pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendaua (kali) jumlah pajak yang
terutang.
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Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa®@mPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapadad#gidengan pidar
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dendagphbnyak Rp.50.000.000,--
(Lima puluh juta rupiah) .

Wajib Pajak yang tidak membuat atau tidak melaksamaBilling system
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) dan (3| RasPeraturan Daerah i
sehingga merugikan keuangan daerah dapat di pidangan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling barfipks..000.000,00 (lima jut
rupiah) ;.

Wajib pajak yang melakukan pelanggaran sebagaimiamaksud ayat (3) pasal ini

sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut, maka Kep@kerah dapat mencabut izin
usaha dan menutup restoran/rumah makan yang bktgandanpa adanya putusan
pengadilan.

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasatl&k dituntut setelah melampaui
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terytajak atau berakhirnya masa Pajak.

(1)

(2)

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundggamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukaryigi&an tindak pidan:

dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksuaimd&ndang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada gypas¢al ini adalah :

a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keggaanatau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajBlanah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi dpndgn jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmgigerang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilalséhubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusitiatse

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang @ribetau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakarah dan Retribusi

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokum&orden lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakenah dan Retribusi ;
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Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahati paknbukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta medakp&nyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan IResir;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkamgan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan tk&anghentitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksladhpruf e ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindd&npiperpajakan Daerah
dan Rertribusi ;

Memanggil orang untuk didengan keterangannya dgeriitsa sebagai
tersangka atau saksi ;

Menghentikan Penyidikan ;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapmmyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusiuns¢ hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat fHsal ini memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Repulnidonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diuatur dalam Undang-Undang HukunaraAdPidana yang

berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Paratlraerah Kotamadya
Daerah tingkat Il Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pdjakel dan Restoran
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatalach Peraturan Daerah ini
akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan KepalaerBh, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya .

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriatapkngundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararabd@ta Pontianak dan
mensosialisasikannnya kepada masyarakat..

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Januari 2005

WALIKOTA PONTIANAK

dr.H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARISDAERAH KOTA PONTIANAK

DRSHASAN RUSBINI.
Pembina Utama Muda
NI P.52000794

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERIB NOMOR 2
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2005
TE NTANG

PAJAK RESTORAN

l. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pajak Resttefah diatur sebelumnya dalam
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pl dan Restoran .

Dengan telah terbithya Undang-Undangmbio 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 teftajax Daerah dan

Retribusi Daerah, maka dipandang perlu dilakukary@guaian sebagaimana
dimaksud dengan ketentuan yang diatur dalam Undadgng tersebut.

I PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal diangdag perlu karena sudah cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 45
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